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PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG
PENYUSUNAN RANCANGAN

RENCANA STRATEGIS KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

a.

bahwa Konsil Kedokteran Indonesia selaku lembaga
negara harus menyiapkan rancangan Rencana
Strategis sesuai dengan fungsi, tugas, dan
wewenangnya di bidang penyelenggaraan praktik
kedokteran dalam rangka pembangunan nasional
untuk mencapai tujuan negara;

bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diperlukan sebagai arah dan prioritas
bagi Konsil Kedokteran Indonesia dalam menjalankan
fungsi, tugas, dan wewenangnya yang bertujuan untuk
memberikan perlindungan kepada pasien,
mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan
medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi, dan
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,
dokter, dan dokter gigi;

bahwa agar dalam pelaksanaan menyiapkan
rancangan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b dapat menjamin
kesinambungan penyelenggaraan fungsi, tugas, dan
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Mengingat

Menetapkan :

wewenang Konsil Kedokteran Indonesia, perlu diatur
mengenai Penyusunan Rancangan Rencana Strategis
Konsil Kedokteran Indonesia,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis
Konsil Kedokteran Indonesia;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil
Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil
Kedokteran Indonesia;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG
PENYUSUNAN  RANCANGAN RENCANA  STRATEGIS
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

Perencanaan Teknokratik adalah Perencanaan yang dilakukan dengan
menggunakan metode dan kerangka Dberpikir ilmiah untuk
menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa
skenario selama periode Rencana Strategis berikutnya.

Rencana Strategis, yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen
Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja, yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen
Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode Perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan Program indikatif untuk
mewujudkan Visi dan Misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai
tujuan.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu Program
atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.

Program adalah instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran dan tujuan
serta memperoleh alokasi anggaran.

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan baik
tersendiri atau bersama-sama sebagai bagian dari pencapaian
Sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber
daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,
dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang atau jasa.
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12.

13.

14.

15.

16.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran
dan tujuan Program dan Kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya Keluaran dari Kegiatan-Kegiatan dalam satu Program.

Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah
suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat
independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil
Kedokteran Gigi.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya
disingkat MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan
ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam
penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan
menetapkan sanksi.

Sekretariat KKl adalah satuan kerja yang berfungsi memfasilitasi
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang KKI.
Pasal 2

Perencanaan penyelenggaraan fungsi, tugas, dan wewenang KKI
dilakukan menggunakan prinsip-prinsip berkelanjutan, kebersamaan,
berkeadilan, dan kemandirian.

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap
perubahan dalam satu kerangka kebijakan pentahapan pencapaian
sasaran pemerintah.

BAB Il
RUANG LINGKUP PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan penyelenggaraan fungsi, tugas, dan wewenang KKI
mencakup semua aspek yang terkait penyelenggaraan praktik
kedokteran.

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan:
a. Renstra KKI; dan
b. Renja KKI.

Renstra KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan
penjabaran Visi, Misi, Strategi, dan Program KKI yang penyusunannya
berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional.
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(4) Renja KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan
penjabaran dari Renstra KKI yang memuat prioritas pelaksanaan
fungsi, tugas, dan wewenang KKI.

BAB Il
TAHAPAN PERENCANAAN

Pasal 4

Tahapan Perencanaan penyelenggaraan fungsi, tugas, dan wewenang KKI

meliputi:

a. penyiapan rancangan awal Renstra KKI, yang disusun berdasarkan
hasil:

1. pemikiran visioner untuk periode jangka panjang berikutnya
tentang penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan praktik
kedokteran, yang berasal dari hasil pembahasan kelompok kerja
yang beranggotakan perwakilan pengandil; dan

2. evaluasi Renstra periode sebelumnya,;

b. penyempurnaan ruang lingkup dan prioritas masalah yang akan
menjadi target penyelesaian dalam Renstra KKI, yang dihasilkan dari
pertemuan teknokratik dan partisipatif dengan pengandil dan
masyarakat;

penyusunan rancangan akhir Renstra KKI;
penetapan Renstra KKI;
pengendalian pelaksanaan Renstra KKI; dan

- ® a 0O

evaluasi pelaksanaan Renstra KKI.

BAB IV
PELAKSANAAN PERENCANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pembahasan rancangan Renstra
KKI serta penyusunan dan pembahasan Renstra KKI harus berdasarkan:

a. rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana
pembangunan jangka menengah nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. Visi KKI 2005 - 2025: menjadi regulator praktik kedokteran untuk
terwujudnya profesionalisme dokter dan dokter gigi di Indonesia yang
melindungi masyarakat; dan

c. Perencanaan Teknokratik, dengan data yang dihimpun berdasarkan:
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